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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR  
TENTANG
SISTEM INFORMASI KOPERASI KABUPATEN  SUMEDANG 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,
	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka menunjang pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mewujudkan peningkatan pelayanan publik Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi berbasis teknologi informasi;
b. bahwa dalam rangka mendorong peran teknologi informasi dalam peningkatan data dan informasi koperasi dilakukan melalui sistem informasi Koperasi kabupaten sumedang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



 (
3.
 
Undang-Undang
 
…
)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 5149);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

12. Peraturan…

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025.


MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN	BUPATI	TENTANG	SISTEM	INFORMASI KOPERASI KABUPATEN SUMEDANG.

	
	
	BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

	
	
	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

	
	
	1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia  (brainware),  prosedur,  dan/atau  aturan  yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan
10. Koperasi…


	
	
	10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan .
11. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut KDKMP adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk .
12. Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut KOPLINE adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi mengenai koperasi di Kabupaten Sumedang secara online yang akurat, akuntable, dan tepat waktu .
13. Perangkat Keras (hardware) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
14. Perangkat Lunak (software) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
15. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
17. Penanggung Jawab adalah pejabat yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab untuk mengoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan pengelolaan KOPLINE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
18. Teknologi Informasi adalah adalah sebuah studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer pada aplikasi perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak .
19. Data Analis adalah seseorang yang menganalisa data untuk mencari cara dalam memecahkan masalah. 
20. Operator adalah seseorang yang ditunjuk untuk membantu penginputan dan pembaruan data di KOPLINE sesuai dengan kebijakan yang berlaku .



	






BAB II
TUJUAN DAN SASARAN SISTEM INFORMASI KOPERASI  KABUPATEN SUMEDANG

	Pasal 2 KOPLINE bertujuan untuk:
a. Mewujudkan pengelolaan, pemantauan dan pemanfaatan data dan informasi urusan koperasi  secara optimal, dan
b. Mewujudkan Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut KOPLINE yang mampu mendukung pelaksanaan pelayanan informasi dan data urusan koperasi secara optimal. 

	Pasal 3
Sasaran KOPLINE adalah untuk meningkatkan peran teknologi informasi dalam mendorong urusan koperasi  sehingga tercapai keterbukaan informasi publik, kemudahan pelayanan terhadap masyarakat dan Informasi Eksekutif bidang koperasi bagi pemangku kebijakan.


	
BAB III
SISTEM INFORMASI KOPERASI KABUPATEN SUMEDANG

Pasal 4 
Pengelolaan KOPLINE terdiri dari:
a. Profil Koperasi ;
b. Kepengurusan ;
c. Keanggotaan ;
d. Usaha Koperasi ;
e. Keuangan ;
f. Penilaian Kesehatan ;
g. Program Pembinaan ;
h. Legalitas Dokumen ;
i. Data Khusus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
j. Data penunjang lainnya yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan data dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;


	
BAB IV
DATA DAN INFORMASI KOPERASI PADA KOPLINE

Pasal 5

(1) Data dan informasi koperasi pada KOPLINE memuat data Koperasi yang diinputkan langsung oleh pengurus koperasi , pendamping koperasi , dan petugas lainnya yang ditempatkan pada wilayah tersebut . 
(2) Data urusan koperasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Sumedang . 

(3) Data urusan koperasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi digital.
(4) Informasi urusan koperasi sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) dapat digunakan dalam pengambilan  keputusan terkait dengan:
a. Langkah dan upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menjamin eksistensi koperasi di Kabupaten Sumedang .
b. Pengambilan Keputusan yang dapat membantu keberlangsungan , dan meningkatkan kapasitas Koperasi di Kabupaten Sumedang; dan
(5) Layanan urusan koperasi lainnya.




	BAB V
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KOPERASI  KABUPATEN SUMEDANG

Bagian Kesatu
Struktur Pengelola Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang

Pasal 6

	(1) Pengelolaan KOPLINE  di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi.
(2) Pengelolaan KOPLINE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh tim pengelola KOPLINE.
(3) Struktur  Tim  Pengelola   KOPLINE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

	a. Pembina
	:
	Sekretaris Daerah 

	b. Pengarah
	:
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan

	c. Koordinator
	:
	Kepala Bagian yang mengkoordinis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi;

	d. Penanggung Jawab
	:
	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi;

	e. Ketua
	:
	Sekretaris Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi;

	f. Sekretaris
	:
	Kepala	Bidang	yang
membidangi	data	dan informasi koperasi;

	g. Anggota
	:
	Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di bidang yang beririsan langsung dengan keberlangsungan urusan koperasi.

	h. Teknologi Informasi
	:
	Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang teknologi informasi.

	i. Analis Data
	:
	Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penelitian dan atau di bidang teknologi informasi dengan sertifikasi analis data.

	j.  Verifikator  KOPLINE
	:
	Unsur	Perangkat	Daerah Kabupaten dan atau petugas khusus yang ditunjuk untuk
melaksanakan	fungsi verifikasi data  urusan bidang  koperasi;

	k. Operator KOPLINE 
	:
	Unsur Perangkat Daerah dan atau petugas khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi penginputan data ke KOPLINE ;

	(4) Tim pengelola KOPLINE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala  Daerah Kabupaten Sumedang.

	Bagian Kedua
Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang

Pasal 8
Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:
a. Memberikan pembinaan arah kebijakan Implementasi Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang baik yang bersifat strategi maupun kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengendalian.

	Pasal 9
Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:
a. Memberikan arahan atas kebijakan dalam rangka mengembangkan Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang.
b. Memberikan arahan baik bersifat strategi maupun kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengendalian Sistem Informasi Koperasi  Kabupaten Sumedang.

	Pasal 10
Koordinator sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  6 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
a. Mengkoordinir kolaborasi lintas Perangkat Daerah untuk menunjang keberlangsungan Sistem Informasi Koperasi  Kabupaten Sumedang

	Pasal 11

	Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas:
a. Bertanggungjawab atas kontinuitas penyelenggaraan Sistem Informasi Koperasi  Kabupaten Sumedang serta terhadap semua konten yang dipublikasikan.

	Pasal 12
Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas:
a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Informasi Koperasi  Kabupaten Sumedang.

	Pasal 13
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas:
a. Membantu proses koordinasi dan penyelenggaraan Sistem Infomasi Koperasi  Kabupaten Sumedang.


	Pasal 14
Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf g, mempunyai tugas:
a. Berkoordinasi, bekerjasama dan berkolaborasi atas keberlangsungan penyelenggaraan Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang


	Pasal 15
Tim Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf h, mempunyai tugas:
a. Merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi Sistem Informasi Koperasi Kabupanten Sumedang.
b. Menyajikan data untuk keperluan analisis data.
c. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral.


	Pasal 16
Tim Analis Data  sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf i, mempunyai tugas:
a. Merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi proses analisa data untuk membuat visualisasi hasil analisis untuk memberikan tools kepada pimpinan dalam pengambilan kebijakan


	Pasal 17
Verifikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf j, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan pengecekan dan memverifikasi data yang diinputkan setiap hari ke Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang.
b. Bertanggungjawab atas data hasil verifikasi yang dilakukan setiap hari .


	Pasal 18
Operator  sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf k, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan input data ke Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang sesuai dengan kondisi real ;.
c. Bertanggungjawab atas keabsahan data yang telah diinputkan ke Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Sumedang.


	BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KOPERASI KABUPATEN SUMEDANG

Pasal 19
Pelaksanaan KOPLINE dilakukan dengan tahapan:
a. pengumpulan/penghimpunan data;
b. input data;
c. verifikasi dan validasi data;
d. penyajian data; dan
e. pelaporan.


 (
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	Pasal 20
(1) Pengumpulan, penghimpunan dan penginputan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan berdasarkan kebutuhan data yang sudah tampil di KOPLINE mengenai urusan koperasi pada Pemerintah Kabupaten Sumedang. 
(2) Operator melakukan  pengumpulan, penghimpunan dan penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Unit Pelaksana Teknis Daerah/unit kerja masing-masing.
(3) Operator meginputkan data kepada KOPLINE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untukkemudian diverifikasi Verifikator.



	Pasal 21
Input Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan oleh Operator KOPLINE pada unit kerja masing-masing.

	Pasal 22
Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Verifikator KOPLINE.

	Pasal 23
Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dapat dilakukan oleh Tim Teknologi Informasi dan Tim Data Analis untuk dianalisa lebih lanjut.

	Pasal 24
Laporan pengelolaan KOPLINE dilakukan secara berjenjang dilaksanakan sesuai tugas tim KOPLINE.

	BAB VII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 25
(1) Dalam Pengelolaan KOPLINE, Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan	pemerintahan	bidang koperasi dengan menyediakan sarana dan prasarana.
(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, dan server.
(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, aplikasi KOPLINE, dan perangkat lunak lainnya.
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BAB VII …



	BAB VII
LAYANAN INFORMASI DATA KOPERASI

Pasal 26
(1) Pengelola KOPLINE pada SKPD/Unit Kerja wajib menghimpun setiap dokumen koperasi yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
(2) Dokumen Data koperasi yang telah masuk dalam KOPLINE selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan layanan masyarakat.

	BAB VIII PEMBINAAN
Pasal 27
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan KOPLINE, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah kabupaten.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas Operator, Verifikator, Tim Teknologi Informasi dan Tim Data Analis .

	BAB XII EVALUASI

Pasal 28
(1) Tim Pengelola KOPLINE melakukan evaluasi terhadap tampilan (feature), masukan (input), keluaran (output), dan program aplikasi.

	BAB XIII PEMBIAYAAN
Pasal 29
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan KOPLINE dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan	Bupati	ini	mulai	berlaku	pada	tanggal diundangkan.
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 (
Agar
 
…
)

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

	
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal   Maret 2026 BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

	Diundangkan  di  Sumedang pada tanggal      Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

ttd

TUTI RUSWATI

	BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 



Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001
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